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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan 

beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan 

umum (secara litigasi) yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 

Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (secara 

non litigasi) dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara 

mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen. Pada 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat 

diminta pertanggung jawabaanya sesuai dengan peraturan perundangan 

yang ada. Selain itu konsumen juga boleh menyampaikan pengaduan atau 

melaporkan ke BPOM selaku dinas yang bergerak di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan. 

2. Peran BPOM yaitu pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk 

memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standard dan 

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan 

serta tindakan penegakan hukum. BPOM Mataram sudah sangat efektif 

dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi 
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maupun menjual kosmetik palsu dan kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Akan tetapi kinerja BPOM 

itu sendiri terhambat karna kurangnya jangkaun ke toko-toko kecil yang 

ada di plosok-plosok desa sehingga masih ada beberapa oknum-oknum 

nakal yang masih mengedarkan kosmetik yang merugikan konsumen. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-

saran berupa: 

1. Konsumen pengguna kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam 

membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan 

sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus 

mencari informasi terlebih dahulu sebelum membeli produk kosmetik 

yang akan dibelinya sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya 

yang merugikan bagi dirinya. 

2. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukan itikad baik serta 

harus mencari tahu konsekuensi apa yang di proleh dalam melakukan 

usahanya, bukan hanya mementingkan untung semata. Pelaku usaha juga 

harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana 

yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya. 

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram harus 

meningkatkan kinerjanya terhadap peredaran kosmetik berbahaya yang 

merugikan konsumen dengaan cara melakukan sosialisasi rutin ke 
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masyarakat dan pelaku usaha terutama yang ada di desa-desa agar mereka 

tahu mana kosmetik yang layak di jual dan kosmetik yang layak di beli. 
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